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PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI ATAS KREDIT MACET 
DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penyelesaian Sengketa Wanprestasi 
atas Kredit Macet dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan. 
Perjanjian kredit dilakukan oleh Kreditur dan Debitur dalam perjanjian hutang 
piutang yang obyeknya adalah dana atau uang. Adannya Jaminan Perjanjian Kredit 
untuk memperoleh kepercayaan yang bernilai ekonomi tinggi. Permasalahan yang 
ada adalah masalah kredit yang dijamin dengan Hak Tanggungan tidak bisa 
dieksekusi dan juga Penyelesaian dan akibat hukum sengketa wanprestasi Perjanjian 
Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan. Jenis data yang dipergunakan meliputi data 
primer dan data sekunder, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah pendekatan yuridis normatif dan jenis penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah secara deskriptif, Metode analisa data ini menggunakan analisa 
kualitatif yaitu dengan mendiskripsikan sebuah penelitian dari putusan. Metode 
pengumpulan data adalah studi kepustakaan dan studi dokumen.  
Kata Kunci: Sengketa, Wanprestasi, Perjanjian Kredit, Jaminan Hak Tanggungan 
ABSTRACT 
This study aimed to determine the Settlement of Default Dispute over Bad 
Debt in Credit Agreement with Deposit Guarantee. The contract credit was made by 
Creditor and Debitor in a debt payable agreement whose object was funds or money. 
There was a Contract Credit Guarantee to gain high value economic trust. The existed 
issue is credit problem secured by the Mortgage Rights that cannot be executed and 
also settlement regarding with legal effect of default disputes in contract credit with 
deposit guarantee. Types of data used are primary and secondary data, this study used 
normative juridical approach and type of this research is descriptive research, the data 
analyzed by using qualitative analysis by describing the decision of the research. The 
data collection method are literature study and document study. 
Keywords: Dispute, Default, Contract Credit, Deposit Guarantee 
1. PENDAHULUAN
Lembaga Keuangan bank (bank finance institution) adalah badan 
usaha yang melakukan kegiatan dibidang keuangan dengan menghimpun dana 
dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada 
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masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka 
meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
1
Dengan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit 
tersebut dapat di pinjamkan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam 
meminjam antara bank dengan pihak lain dengan adanya tenggang waktu 
tersebut bank selaku kreditur menanggung risiko dari kemungkinan debitur 
tidak mampu mengembalikan pinjaman sesuai dengan batas waktu yang 
disepakatinya. 
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Untuk menghindari resiko yang akan dialami Bank, pihak Debitur 
harus memberikan jaminan untuk mendapat kepercayaan dari pihak Bank. 
Yang biasanya jaminan tersebut mempunyai nilai ekonomi yang tinggi untuk 
mencegah terjadinya Wanprestasi.  
Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang akan dikaji 
dalam penelitian ini adalah 1) Mengapa kredit yang telah dijamin dengan Hak 
Tanggungan namun pada saat wanprestasi kreditur tidak bisa melakukan 
eksekusi terhadap benda jaminan, 2) Bagaimana penyelesaian dan akibat 
hukum sengketa wanprestasi perjanjian kredit dengan jaminan Hak 
Tanggungan. 
Berdasarkan rumusan masalah diatas maka peneliti menentukan tujuan 
penelitian yaitu: Tujuan dan manfaat penelitian ini adalah: 1) Mengetahui 
alasan terhadap kredit yang dijamin dengan hak tanggungan tidak bisa di 
eksekusi, 2) Mengetahui penyelesaian dan akibat hukum sengketa wanprestasi 
perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan.  
Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat, 
yaitu: 1) Manfaat Teoritis, Hasil penelitian dan penulisan hukum ini 
1
 Sunaryo, 2008, Hukum Lembaga Pembiayaan, Jakarta : Sinar Grafika, hal. 10 
2
 Dian Pratiwi, April 2013, Jurnal manajemen Indonesia : Pengaruh dana pihak ketiga, non 
perfoming loan, loan to deposit ratio dan suku bunga kredit terhadap penawaran kredit pada bank 
umum, Volume 12 No. 4 
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diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pemikiran bagi perkembangan 
ilmu hukum khususnya bidang hukum perdata dalam hal kredit macet dengan 
jaminan hak tanggungan, 2) Manfaat Praktis, dengan penulisan ini diharapkan 
dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang 
hukum sebagai bekal untuk terjun ke dalam masyarakat nantinya. 
2. METODE 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
yuridis normatif. Jenis data yang dipergunakan meliputi data primer dan data 
sekunder, dan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
secara deskriptif, Metode analisa data ini menggunakan analisa kualitatif yaitu 
dengan mendiskripsikan sebuah penelitian dari putusan. Metode pengumpulan 
data adalah studi kepustakaan dan studi dokumen. 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Alasan terhadap Kredit yang dijamin dengan Hak Tanggungan 
tidak bisa di Eksekusi  
Tanah dan bangunan Sertifikat HM No. 3542/Pulisen atas nama 
Achmad Yanis dengan luas 710 m
2 
yang terletak dikelurahan Pulisen,
Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Propins Jawa tengah yang 
diperoleh Tergugat atau debitur melalui lelang pada Turut Tergugat I, 
dijadikan agunan kredit pembelian rumah oleh Tergugat (Debitur) kepada 
Penggugat (Kreditur). 
Dalam pemberian Kredit Penggugat (Kreditur) yang beritikad baik 
telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam perjanjian 
Kredit kepada Tergugat (Debitur0 dengan melakukan pencairan kredit melalui 
rekening titipan admin kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Parsero) Tbk. 
Sebagai tanda pelunasan agunan yang di lelang dan sebagaian lagi dicairkan 
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ke rekening penjual atau kepada pemilik agunan yang sebelumnya, yang dapat 
dibuktikan dengan Rekening Koran Tergugat (Debitur) (Bukti P-3). Maka hal 
tersebut Penggugat (Debitur telah melaksanakan kewajibannya/prestasinnya 
dengan sempurna kepada Kreditur.
3
Bahwa sertipikat tersebut beulum dilakukan pengikatan sempurna 
dengan Hak Tanggungan, sehingga terkendala proses eksekusi lelang Hak 
Tanggungan.  
Karena agunan tersebut sudah cukup banyak peminat dan belum 
dilakukan pengikatan Hak Tanggungan secara sempurna yang disebabkan 
tidak kooperatifnya Kreditur untuk menandatangani SKMHT maupun APHT.
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Bahwa pihak Kreditur berusaha mendatangi alamat Jalan Merbabu No. 
83, Kelurahan Pulisen, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Jawa 
Tengah yang dijadikan Jaminan Perjanjian Kredit No.0003120121113000004, 
tanggal 28 Juni 2013 dengan kondisi tidak ditempati oleh Debitur (Tergugat) 
melainkan ditempati oleh orang lain dan belum dilakukan Pengikatan 
sempurna dengan Hak Tanggungan. 
Saat ini agunan tersebut juga tidak dapat dibalik nama atas nama 
Tergugat (Debitur) karena ternyata Debitur belum menyelesaikan syarat-
syarat administrasi kepada Turut Tergugat I, sehingga risalah lelang masih 
berada pada kantor Turut Tergugat I.  
Bahwa sebagaimana yang telah Penggugat (Kreditur) kemukakan 
diatas, berdasarkan Pasal 15 Perjanjian Kredit No. 0003120121113000004, 
tanggal 28 Juni 2013, dapat dinyatakan Tergugat Debitur telah melakukan 
Perbuatan Wanprestasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1238 
KUHPerdata dan sangatlah wajar kirannya Penggugat (Kreditur) memperoleh 
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ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 jo. Pasal 1267 
KUHPerdata atas perbuatan yang dilakukan oleh Debitur. 
Pendaftaran peralihan dan pembebanan hak atas tanah merupakan 
perbuatan hukum memelihara data pendaftaran tanah, adalah kegiatan 
pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis antara lain 
pada buku tanah dan sertifikat terhadap perubahan-perubahan yang terjadi 
kemudian dengan prinsip clear and clean, sehingga diharapkan tidak akan 
timbul permasalahan dikemudian hari. Namun pada praktiknya saat ini 
jaminan hak tanggungan atau obyek sengketa tidak ada pengikatan dengan 
hak tanggungan sehingga terkendala tidak bisa dilakukan eksekusi Hak 
Tanggungan, hal tersebut juga tidak dapat dibalik nama atas nama Debitur 
karena ternyata Debitur belum menyelesaikan syarat Administrasi kepada 
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang sehingga risalah lelang juga 
masih di kantor lelang.  
Di dalam penelitian putusan tersebut belum adannya pengikatan 
sempurna terhadap suatu jaminan dengan proses pendaftaran yang berupa : 
Pendaftaran hak tanggungan diatur dalam Pasal 13 sampai dengan 
Pasal 14 Undang-Undang  Nomor 4 Tahun 1996. Akta Pemberian Hak 
Tanggungan yang dibuat oleh PPAT wajib didaftarkan sebagai berikut: 
1) Pendaftaran dilakukan di Kantor Pertanahan;
2) PPAT dalam waktu 7 hari setelah ditandatangani pemberian hak
tanggungan wajib mengirimkan akta pendaftaran hak tanggungan dan
warkah lainnya kepada Kantor Pertanahan serta berkas yang diperlukan.
Berkas itu meliputi:
a. Surat Pengantar dari PPAT yang dibuat rangkap 2 (dua)dan memuat
daftar jenis surat-surat yang disampaikan;
b. Surat permohonan pendaftaran hak tanggungan dari penerima hak
tanggungan;
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c. Fotocopy surat identitas pemberi dan pemegang hak tanggungan;
d. Sertifikat asli hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun
yang menjadi objek hak tanggungan;
e. Lembar kedua akta pemberian hak tanggungan;
f. Salinan pemberian hak tanggungan yang sudah diparaf oleh PPAT
yang bersangkutan untuk disahkan sebagai salinan oleh Kepala
Kantor Pertanahan untuk pembuatan sertifikat hak tanggungan;
g. Bukti pelunasan biaya pendaftaran hak tanggungan (Pasal 1
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pendaftaran Hak
Tanggungan).
Kantor Pertanahan membuatkan buku tanah Hak Tanggungan dan 
mencatatnya dalam buku tanah hak atas tanah yang menjadi objek hak 
tanggungan serta menyalin catatan tersebut pada sertifikat hak atas tanah yang 
bersangkutan (buku register umum) lalu mendapatkan sertipikat Hak 
Tanggungan . 
Maka Hak Tanggungan tersebut belum ada, di dalam penelitian pada 
putusan karena belum adannya pengikatan atau pendaftaran ke Kantor 
Pertanahan Nasional, sedangkan dana sudah dicaikan oleh pihak Kreditur 
untuk pelunasan pembelian tanah agunan tersebut. Maka Kreditur tidak bisa 
mengeksekusi Hak tanggungan, sedangkan eksekusi sudah diatur di dalam 
Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 diatur tentang tata cara 
eksekusi hak tanggungan, dengan salah satunya cara yaitu: 
Hak pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual hak 
tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum sebagaimana 
yang dimaksud dalam Pasal 6. Hak untuk menjual objek hak tanggungan atas 
kekuasaan sendiri merupakan salah satu perwujudan dari kedudukan 
diutamakan yang dipunyai oleh pemegang hak tanggungan atau pemegang 
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hak tanggungan pertama dalam hal terdapat lebih dari pemegang hak 
tanggungan. Hak tersebut didasarkan pada janji yang dibebankan oleh 
pemberi hak tanggungan , bahwa apabila debitur cidera janji, pemegang hak 
tanggungan berhak menjual objek hak tanggungan melalui pelelangan umum 
tanpa memerlukan persetujuan lagi pemberi hak tanggungan dan selanjutnya 
mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan itu lebih dahulu dari 
kreditur-kreditur yang lain. Sisa hasil penjualan tetap menjadi hak pemberi 
hak tanggungan. 
Penyelesaian dan akibat hukum sengketa wanprestasi Perjanjian 
Kredit dengan jaminan Hak Tanggungan. 
Kreditur menyatakan yang pada pokoknya bahwa alamat agunan yang 
dijadikan jaminan perjanjian kredit No. 0003120121113000004, tanggal 28 
Juni 2013 oleh Debitur kepada Kreditur dengan kondisi saat ini tidak dapat 
ditempati melainkan ditempati oleh orang lain dan belum melakukan 
pengikatan secara sempurna dengan Hak Tanggungan. Hal ini berarti bahwa 
objek sengketa ditempati oleh orang lain. 
Sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor Register: 1072 
K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983, dengan kaidah hukum  bahwa gugatan 
cukup ditunjukan kepada yang secara feitelijk menguasai barang-barang 
sengketa. 
Karena Kreditur tidak menyertakan pihak lain yang menepati agunan 
yang dijadikan jaminan Perjanjian Kredit No. 0003120121113000004 tanggal 
28 Juni 2013 oleh Debitur , maka apabila permintaan Kreditur untuk 
dinyatakan sebagai pihak yang berhak secara hukum melakukan penjualan 
kepada pihak lain atas agunan dengan Sertipikat HM No. 3542/Pulisen atas 
nama Achmad Yanis seluas 710 m
2 
yang terletak di kelurahan Pulisen ,
Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali Propinsi Jawa Tengah yang apabila 
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dikabulkan akan membuat putusan akan menjadi sia-sia atau tidak dapat 
dilaksanakan. 
Kreditur tidak melibatkan PT. Bank Rakyat Indonesia (Pasero)Kantor 
Cabang Solo dan pihak lain tersebut sebagai pihak dalam perkara aquo, 
sehingga menjadikan gugatan kurang pihak, oleh Majelis Hakim akan 
dipertimbangkan. 
Namun dalam praktinya menurut penulis bahwa kerugian yang dialami 
oleh pihak Kreditur tidak membuahkan hasil dan tidak mendapatkan ganti rugi 
dari pihak Debitur sedangakan pihak Debitur mengalami kerugian sebesar Rp. 
2.412.228.622,-. 
Tetapi dalam hal tersebut memang benar adannya bahwa Putusan 
Pengadilan Negeri Surakarta Nomor  : 142/Pdt.G/2016/PN.Skt pada 
gugatannya kurang adannya subyek hukum yaitu pihak PT. Bank Rakyat 
Indonesia yang terlibat dalam pembelian tanah dari lelang yang masih dengan 
atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia tersebut dan belum melakukan 
penghapus Hak Tanggungan yang semestinnya dilakukan. Bahwa juga 
gugatan yang diajukan oleh pihak Kreditur tidak dapat diterima dan 
menghukum penggugat (kreditur) untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 
Rp. 751.000,00 (tujuh rabus lima puluh satu ribu rupiah). 
4. PENUTUP
4.1 Kesimpulan 
Dalam penelitian yang telah dilakukan mengenai Penyelesaian 
Sengketa Wanprestasi Atas Kredit Macet Dalam Perjanjian Kredit Dengan 
Jaminan Hak Tanggungan, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa : 
4.1.1 Alasan-alasan kredit yang dijamin dengan Hak 
Tanggungan tidak dapat di Eksekusi: 
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4.1.1.1 Karena Debitur belum melengkapi syarat-syarat untuk 
Roya (Pencoretan/Penghapusan Hak Tanggungan I). 
4.1.1.2 Karena Kreditur II (BTN) belum mendaftarkan Hak 
Tanggungan secara Riil yang terhambat oleh Roya 
tersebut. 
4.1.1.3 Karena Kreditur II (BTN) tidak memasukkan Kreditur 
I (BRI) pemegang Hak Tanggungan I kedalam Subyek 
Hukum Gugatan.  
4.1.2 Penyelesaian dan akibat hukum sengketa Wanprestasi 
Perjanjian Kredit dengan jaminan Hak Tanggungan: 
4.1.2.1 Kreditur mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri 
Surakarta dengan Nomor Putusan 
142/Pdt.G/2016/PNSkt yaitu gugatan Wanprestasi 
dengan alasan Debitur telah melakukan Wanprestasi 
berupa tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan 
atau kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kredit. 
4.1.2.2 Bahwa Debitur telah digugat karena melakukan 
perbuatan Wanprestasi. 
4.1.2.3 Gugatan ditolak dan menghukum Penggugat 
(Kreditur) untuk membayar biaya perkara karena 
kurang adannya Subyek Hukum yang dicantumkan 
dalam Gugatan Wanprestasi. 
4.1.2.4 Bahwa Tergugat dilarang untuk mengasingkan, 
menjual, menghibahkan, mewariskan, memindah 
tangankan Obyek Hak Tanggungan ke pihak lain.  
10 
4.2 Saran 
Dari penelitian ini penulis menyarankan bahwa dalam perjanjian kredit 
sangatlah penting memperhatikan pengikatan secara sempurna dalam suatu 
jaminan  
supaya adanya kepastian hukum dan hak untuk eksekusi apabila 
terjadi wanprestasi.  
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